
Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah
No. SK :

Persyaratan

1. a. PKP merupakan Perusahaan Terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan 

saham disetornya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; b. PKP merupakan perusahaan yang 

saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; 

atau c. produsen selain PKP diatas, yang tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan 

dan/atau penyidikan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan memenuhi 

persyaratan tertentu sebagai berikut: 1) tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Masa 

PPN selama 12 (dua belas) bulan terakhir, 2) nilai Barang Kena Pajak yang dijual pada tahun 

sebelumnya paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) adalah produksi sendiri; dan 3) Laporan 

Keuangan untuk 2 (dua) tahun pajak sebelumnya diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar 

Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian. d. surat permohonan e. keterangan dari 

instansi yang berwenang, yang dapat berupa Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten atau 

Perusahaan Publik dan Rekapitulasi, bagi Perusahaan Terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh 

persen) dari keseluruhan saham disetornya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; f. keterangan 

dari instansi yang berwenang, yang dapat berupa Akta Pendirian dan perubahannya, bagi perusahaan 

yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah 

Daerah; atau g. surat pernyataan bahwa nilai Barang Kena Pajak yang dijual pada tahun sebelumnya 

paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) adalah produksi sendiri dan Laporan Keuangan untuk 2 

(dua) tahun pajak sebelumnya yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa 

Pengecualian atau Wajar dengan Pengecualian, bagi produsen selain Perusahaan Terbuka dan 

BUMN/BUMD.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur
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1. PKP mengajukan surat permohonan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah tempat 

dikukuhkan sebagai PKP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum dimulainya Masa Pajak PKP 

ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.

2. Petugas TPT menerima surat permohonan dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan, setelah 

lengkap petugas menginput data yang ada pada surat permohonan. Jika tidak lengkap petugas TPT 

mengembalikan berkas permohonan

3. Petugas TPT mencetak BPS dan LPAD, BPS diserahkan kepada wajib pajak sedangkan LPAD 

digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya

4. Permohonan akan diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya 

permohonan Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak 

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200 
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